GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
NOMOR 54 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
NOMOR & TAHUN 2017 TENTANG PENERAPAN DISIPLIN JAM KERJA
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL
O] LINGEKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Menimbang : a.

Mengingat

L.

-4 £

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

bahwa keteatuan penerapan disiplin jam lkerjin  Pepawad
Negeri 3ipil dan Nen Pegawan Negerl Sipil di Lingkungan
Femnerintah Provinsi Kepulauvan Riau berdasarlkan Peraturan
Oubernur Kepulauan Riau Nomor & Tahun 2017 tidak sesiai
dengan perkembangan dan kondisi saat im sehingga perlu
dilalukan perubahan;

bahrl.va berdasarkan pertiimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur
tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Kepulauan Hiau
Momaor & Tahun 2017 tentang Penerapan Disiplin Jam Kerja
Pegawar Neger: Sipil dan Noen Pegawal Negeri Sipil di
Linpglkungan Pemerintah Provins! Kepulauan Hiauy;

Undang-Urdang Nomar 25 Taliun 2002 tentang Pembentulan
Provingi  Kepulauan Riau  [Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3237}

. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipl

Negara (Lembaran Negara Republile Indonesia Tahun 2014
Nomor #, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494);

Uhidang-Undang Nomer 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahiun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran WNegara
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaunana  telah diubah
baberapa kali terakhir dengan Undang-Undang MNomor 9
Tahun 2015 tentang Perubaban Kedua Atas Undang-Undang
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Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
[Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 58,
TambahanLembaran Megara Republik Indonesia Nomor 5674,

. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi

Pemmerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292 Tambahan ‘Lembarar Negara Republik
Indonesia Nomaor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1993 tentang Jabatan
Fungsional Pepawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran
Negara Republik [Indonesia Nomor 3347 sebaganmana telah
diuliah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 20140
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 16
Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawal Neger
SipilLembaran Negara Republik Indenesia Tahun 2010
Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3121);

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Dhsiplin
Pegawai Megeri Sipil [Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Eepublik
Indonesia Nomor 3135}

. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Organisasi Perangkat Daerah [Lembarar Negara Republilk
Indonesia Tahun 2016 Nomoer 114, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomar 5587};

. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang

Manajemen Pegawai Negeri Sipil [Lembaran Negara Repulxik
Indonesia Tahun 2017 Nemor 63, Tembahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 Tabun

2016 tentang Pembentulan dan Susunen Perangkat Daerah
Provingl Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Frovinsi
Kepulauan Riau Tahurn 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsikepulauan Riau Nomor4l);

Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomer 31 Tahun 2011
tentang Pedoman Pengaturan Pegawai Tidak Tetap di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Berita
Baerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2011 Nomor 65

Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 32 Tabun 2013
tentang Pamberian dan Tara Cara Pembavaran Uang hMakan
hagi Aparatur Sipil Negara dan Pegawal Tidak Tetap di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauar Riau (Herita
Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015 Nomor 303);
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MEMUTUSKAN :

Menetaplkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS

PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU NOMOR 6
TAHUN 2017 TENTANG PENERAPAN DISIPLIN JAM
KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN NON PEGAWAI
NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI
KEPULAUAN RIAU.

PASAL |

Heberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Kepulauan Riau MNomeor &
Tahur 2017 Tertang Pererapan Disiplin Jam Kerja Bagi Pegawai Negeri Sipil
dan Non Pegawai Negeri Sipil di linglkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan
Rigu (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017 Nomor 383] diubah
sehagal berilkut

1. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga Pasal 4 berlminyi sebagai berilout:

Disiplit kerja bagi PNS dan NON PNS meliputi disiplin dalam pelaksanaan
tugas kedinasan dengan kKetentuan :
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mematubi jam keria dengan datang tepat waliu dan pulang tepat
walctu;

mengiluti apel pagi;

melalsanakan tugas dengan baik dan tuntas sesuai dengan walttu vang
telah ditentulkan; !
melaitsanakan pesintah atasan; dan

berkoordinasi dengan instansi terkait dengan bailk.

9. Ketentuan Pasal 7 ditambahkan 1 ayat sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai
berikut : 4

|1

4}

PHNS dan NON PNS wajib hadir dan mentaati ketentuan wakiu
kehadiran dan jam kerja untuk melaksanakan tugas pada organisasi
perangkat daerah, dengan mengisi daftar kehadiran elelctronile

Pengisian Daftar Kehadiran Elektronik sebagaimana dimaksud pada
avat (1] ditakukan sebanyak 2 (dua) kali, yaitu waktu masulk kerja dan
pulang leerja.

Pengisian Daftar Kehadiran Elektronik masuk kerja dilaksanakan pada:
a, Lokasi Apel Pagi dan tempat yang ditentulean pimpinan, dan
. Unit kerja masing-masing PN3 dan NON PNS.

Pengisian Daftar Kehadiran Elektronik sebagaimana dimaksud pada
ayat [1] dimulai pukul 06.00 WIB dan diakhiri pukul 21 D0 WIB.

3. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:



(1]

(2]

[3]

[4)
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(5]

[V}

(2]

Pasal 9

PNS dan NON PNS dinyvatakan melanggar ketentuan kehadiran dan jam

kerja apabila :

a. terlambat masuk kerja;

h. tidalk berada di tempat tugas pada saal jam kerja;

¢, pulang kerja sebelum walktunya.,

. tidak masuk kerja;

e, tidak mengisi atau hanya mengisi daftar kehadiran elekironik 1
|sati] leadi; dan

f.  memanipulasi date kehadiran.

PNS dan Non PNS vang terlambat masuk kerja sebagaimana dimaksud
avat (1] huruf a dibawah 30 menit tidak dihitung sebagan pelanggaran
jarn kerja apabila digarti jam kerja sebanyak tiga kali lipat pada har
VAIE SAIMAE.

PNS dan NON PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
dengan alasan Sakit dan lzin tidak mesuk, dinyatakan tidak melanggar
ketentuan kehadiran dan jam kerja apabila mengajukan permohonan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan ketentuan diberikan
sebanval-banvalknva 2 (dua) hari kerja. Sakit yang dialami lebih dari 2
(dua) hari kerja, maka diwajibkan mengajulan cuti salit sesuas
leetentuan tentang cutl.

PNS dan NON PNS sebagaimana dimaksud peda ayat {1} hurul d
dengan alasan mendapa: tugas dari pimpinan berupa Dinas Dalam
Daerah (DD), Dinas Luar Daerah (DL}, Trnas Luar Negeri (DLN},
menjalani tugas belajar, mengiluti seminar dan pendidikan dan
pelatihan, dinyatakan tidak melanggar ketentuan kehadiran dan jam
lkerja dengan melampirkan Surat Perintah Tugas [SPT] dan berkas
dokumen yang sah lainnya vang dapal dipertanggung jawablkan.

PN3 dan NON PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huraf d
dengan alasan menjalankan cuti bagi PNS dan Tzin Tidak Masul Kenja
hagi NON PNS, dinvarakan tidak melanggar ketentuan leehadiran dan
jam kerja dengan melampirkan surat keterangan cutifsurat iziin tidak
masulc leerja.

Bagi Pejabat Pimpinan Tinggl sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf o dinyatakan tidak melanggar ketentuan kehadiran dan jam kerja
dengan alasan dalam melzksanakar tugas vang menjadi kebijaksanaan
pimpinan dan selanjutnys memberitahulkan kepada Selretaris Daerah
dan BEKPSDIM.

Permolioran atas ketidakhadiran sebagaimana dimaksud pada ayat [2],
diajukan dengan menggurakan Format sehagaimana dissbutkan dalam
Lampiran vang merupakan Dbagan yang tidal terpisahkan dan
Peraturan Gubernur iai.

Permohonan atas ketidalkhadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2],
dan berkas pendukung disampaikan kepada pengelola pencatatan
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kebadiran paling lambat 5 ({lima] hari kerja terhitung sejale tidak
memenuhi ketentuan kehadiran jam kerja yang tercatat pada daltar
kehadiran elektronik.

9] Pegawai yang tdak mengajukan atau terlambat  mengajulan
permohonan atas ketidakhadirannya dinvatakan tidak mengajukan
permohonan atau menerima ketenuan sebagaimana dimaksud dalam
Peraturan Gubernur ini.

(10] Tindak lanjut pelanggaran Jam Kerja sebagaimana dinzaksud ayat {1]
huruf b, digjukan  oleh  atasan  langsungnya/pejabat pengelola
kepegawalan, dengan menggunakan Format sebagaimana tercantum
dalam Lampiran [l vang merupakan bagian tdak terpisahkan dar
Peraturan Gubernur ini.

4, Wetentuan Pasal 10 ayar (1] ditambahkan saru hurnuf sehingga Pasal 10 ayat
(1) berbunyi sebagal berilut:

Fasal 10

11 Pelanggaran jam kerja sebagaimana dimalksud dalam Pasal 9 ayart (1],
dihitung secara lumulatf delam 1 [satu) bulan berjalan dengan
lretentuan sebagai berikut :

a.  tidak masuk kerma 1 (satu] har! sebagaimana dimalsud dalam
Pasal 9 avat (1) huruf d, tanpa mengajukan permohonan atas
ketidakhadirannva dikitung sebagai 1 (satu] bari tidak masuk
leerja,;

b, tidalk berada ditempat tugas pada saat jam lkerja sebagaimana
dimalksud dalam Pasal 9 ayat (1] huruf b, tanpa mengajukan
permohonan  yang disertai alasan yang san, dilutung dan
akumulasi waktu ketidak beradaannya ditempat kerja dan
ditnilctikan dengan surat keterangan dari AtasaEn
langsungnye/pejabat pengelola kepegawaian di masing-masing
QFPD;

¢. terlambat masulk kerja atau pulang kerja sebelum walitunya
sehagaimana dimalesud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dan huruf c.
tanpa mengajukan permohonan vang diserta! alasan vang sah,
dihitung berdasarkan akumulasi waktu keterlambatan masuk
kerja atau pulang kerja lebih dahulu sebelum waktunya;

d, tidak mengisi daftar kehadiran atau hanya mengisi 1 [satu] kali
dafrtar kehadiran sebapaimans dimaksud delam Pasal 9 avat (1
huruf e, tanpa mengajukan permohonan vang disertal alasan yang
sah, dinvatakan tidak masuk kerja dalam 1 (se1] hari; dan

¢. Akumulasi pelanggaran jam kerja sebanyaik 7.5 jam dari
keterlambatan masuk kerja dan pulang sebelum waktunya,
dihitung setara dengan tidak masuk kerja dalam]l (satu) hari,
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Ketentuan Pasal 12 huruf (a] diubah, sehingga Pasal 12 huruf [a) berbunyi
sehagal berilut |

Pasal 12

Pengurangan  penghasilan  kepeda PNS dan NON PNE  sebagaimana

dimaksued dalam Pasal 11 avat {1} berlaku ketentuan sebagai berilkut |

a. Tunjangan Prestasi Kerja, (daji dan Honorarmuni

1. tidak masuk kerja 1 [satu) hari tanpa alasan yang sah. dilkenalan

pengurangan penghasilan sebesar 4% (empat persen) untuk setiap
1 {satu] hari tidak masuk kerja dari Tunjangan Prestasi Kerja bagi
PNS, dari GafiyyHonorarium bagi Non  PN5, dan Dberlaku
kelipatannya sampai 3 (lima) hari kerja;

2. tidax masuk kerja lebih dari 5 (lima) har kerja tanpa alasan vang
sah, dikenalkan pengurangan penghasilan sebesar 100% (seratus
pergen| dari Tunjangan Prestasi Kerja bagi PN3S dan  dan
Gaji/honotrarium bagi Nen PNS;

J. terlambat masuk kerja/pulang kerja sebelum waktunya/tidal
herada di tempat tugas pada saat jam kerja tanpa alasan yang sah,
dikenakan pPengurangan Tunjangan Prestasi Kerja,
Gyl / Honorarium,

La

Helalk mengikuti Apel Pagl dikenakan pengurangan penghasilan
sebesar 2% [dua persen| dari Tunjangan Prestasi Berja bagi PN3
dan dar Gaji/ Honorarium bagi Non PNS;

2, tidak mengisi atau hanva mengisi daftar kehadmman 1 {satu) kal
tanpa alasan vang sah, dikenakan pengurangan penghasilan
sebesar 4% (empat persen) untuk setiap 1 {(satu) hari, dari
Tunjangan Prestasi Kerja bagl PNS, dar Gaj/Honorariuin bagl Non
PNS;

&, penpgurangan sebagaimana dimaksud pada angka 5, berubah
menjadi sebesar 0% (nol persen) bilamana PNS/Non PNS yang
bersanghkutan dapat memberikan bulkt kehadiran vang dileetzhuw
aleh  atasan langsung sesuai dengan jam  kerja yang telah
ditentukan;

7. manipulasi data kehadiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9
avat (1) huruf f, dikenakan pengurangan pengliasilan sebesar 50%
(ima puluh persen) dari nilai Tunjangan Prestasi Kerja bagi PNS,
dari nilai Gaji/Honorarium bagi Non PN3;

8. Besaran nilai pengurangan prestasi lerja sebagaimana tersebut
pada angka {1] sampai dengan angka (6) adalah diamhbil 60% dari
prestasi kerja PNE yang telah ditetapkan; dan Il
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4,  Besaran nilai pengurangan Gaji/ Honorarinm sebagaimana tersebut
pada angka (1] sampai dengan angka [6) adalah diambil 50 dari
Gaji/ Honorarium Non PNS vang telah ditetapkan.

. Lhantara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan satu pasal vaitu Pasal 124,
asehingga Pasal 18A berbunyi sebapgai berikut:

Pasal 12A

Pengurangan Penghasilan sebagaimana dimaksud Pasal 12 huraf a angla 4
mulai berlalu paling lambat 1 [satu] tahun sejak Peraturan Gubernur ini
dinndangkan.

7. Ketentuan Pasal 16 diubal sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikul ;
Pasal 16

(1) Rekapitulasi Pencatatan Kehadiran Elektronik dilakulkan setiap bulan,
dalam periode pencatatan kehadiran vang teriadi dari tanggal 21
sampai dengan tanggal 20 bulan berilcutnya,

12] Rekapitulasi Pencatatan Kehadiran Elektronik sebagaimana dimalosud
nagda ayat (1) dilakulkan oleh pengelola pencatatan kehadiran pada
setiap OPD.

I3 Rekapitulasi Pencatatan Kehadiran Elelttronil sebagaimana dimalksud
pada ayat (1] wajlh diumumkan kepada selurubh pepawat di OPD
masing-masing pada tanggal 21 setiap bulannva.

4]  Apabila tanggal 21 jatub pada hari libur, maka pengumuman dilakukan
pada hari lkerja benkumya.

(5] Pengelola pencataian Kehadiran sebapaimana dimaksud pada avat (1),

memilild tugas sebagai herikut ;

#. mengumpulkan berkas pendukung atas kondisi ketwdakhadiran
pegawai dan melakukan penginputan pada sistan elektronik;

b, menyampaikan berkas pendukung kondisi ketidalkhadiran pegawai
kepads Tim Verifikator pada BKPSDM Provinsi Kepulauan Riau
untul dilakukan verifikasi dalam 2 (dua) tahap yvakni pada tanggal

5 dan tanggal 21 bulan berjalan disertai dengan rekapitulasi
pencatatan kehadiran elektronik sementara; dan

c. melaporkan hasil rekapitulasi bulanan pencatatan kehadiran
elelctronik PNS dan NON PNS setelaly dilakukan verifikasi akhir
oleh Tim Verifikator BKPSDM kepada kepala OFD melalui Pejabat
Pengelola Kepegawaian;
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(6! Atasan langsung PNS dan Mon PNS wajib melakukan verifikas terhadap
alasan ketidakhadiran PNS dan Non FNS =sebelum menyetujui alasan
vang diajukan;

(7] Tim Vesifikator BEKFSDM dapat menolak atau mengembalikan berkas
pendukung vang disampailan oleh Pengelola Pencatatan Kehaditan
OPD apabila tidak sesuail dengan ketentuan yang berlalou,

(8! ‘Tim Verifikator BKPSDM dapat mengkonfirmasixan berkas pendubung
ketidakhadiran pegawai melalui Pengelola Pencatatan Kehadiran OPD
untuk disampaikan kepada atasan pegawai yang bersangluran apabila
glasan ketidakhadiran dinflai tidak masulk akal atau tidalk dapat
dipertangpungiawabkan sesual ketentuan yvang berlaku,

8. Ketentuan Pasal 17 avat (1} dan avat (2] divhah dan ditambah satu avat
sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikout ;

Pasal 17

{1} Kepala OFD dapat memeriksa Rekepitulasi Pencatatan Kehadiren
Elektromik melalui sistem elektronic untule karifikasi terhadep
persentase tingkat kehadiran pegawai.

[4) Kepala OFD dapat menyampailean Rekapituliasi Pancatatan Kehadiran
Elektronile  kepads BPKAD selaku institusi  vang  melakulkan

pembavaran Tunjangan Prestasi Kerja PNS. Gaji/ Honorarium  bagi
NQN PHNS dan vang malkan,

(31 Pembayaran Tunjangan Prestasi Kerja bagi PNS3, Gaji,/Honorarum bagi
NON PNS dan uang makan sebagaimana dimaksud pada ava: (2]
diberitahukan kepada masing-masing pegawai.

9, Hetentuan Pasal 18 ayat [1) dan avat |2) divbah sehingga Fasal 18 aval [1)
aan avat (2) berbunyi sebagai beriloor:

Fazal 18

‘1) PN8 dan Non PNS dapat mengajukan Keberatan atas penpurangan
penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sebagai skibat
relkkapitalasi pencatztan kehadiran elekironik.

[2] Keberatan sebagaimana dimaksud pada avat (1] diapukan kepada
Pengelola Pencatatan pada OPD masing-masing paling lambat tiga (3)

hari kerja setelaly pemberitaliuan sebagaimana dimaksud Pasal 17 avat
(3).

10, Diantarn Pasal 18 dan Pasal 19 disisipkan satu pasal yaitu Pasal 184,
sehingga Pasal 18A berbunyi sebagai berilout:



Pasal 18BA

1] Pelaksanaan penerapan disiphn jam kerja PN3 dan Nen PNS diawasi
oleh Sekretaris Daerah dar dibarntu gleh Asisten sesuai dengan bidang
rugas koordinasinya masing-masing,

2] Hasil pengawasan pelaksanaan penerapan disiplin jam kerja PNS dan
Non PNS merupakan bagian penilaian terhadap kinerja masing-masing

Kepala OPDy;
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Lampiran Peraturan Gubernur Kepulauan Riau
Nomor : 59 TAHuisd 2o
Tanggal : 27 Seplowber F01F

SURAT PERMOHONAN IZIN

Yang h-trtandmangan di bawah in: :

Nama

NIP

Pangkat/ Gol,

Jabatan -

mngan ini menga;ukan permohonen bahwa pada hari .....ocoen.. tangeal
Jissererssanpsinsersass sava [ tidak masuk kerja/terlambat masuk kerja/pulang kerja
sebelum waktunya/tidak berada di tempat tugas/tidak melakukan rekam
kehadiran *)

karena
i Bt L )
Hormar Kami,
Menyetujui/ Tidak Menvetujui, Yang Mengajukan
Permohonan
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